BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis dan pembahasan yang telah
dipaparkan pada bab-bab, ada beberapa poin penting yang dapat saya simpulkan

dari penelitian ini:

1. Kualifikasi perbuatan judi online jenis slot dalam Putusan Pengadilan Negeri
Bojonegoro Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn dinilai dipaksakan melintasi batasan
rigiditas hukum pidana konvensional melalui metode penafsiran ekstensif. Majelis
Hakim mengualifikasikan tindakan digital terdakwa yang mengakses situs
TRI7BET melalui ponsel pintar iPhone 11 Pro, mendepositokan uang elektronik,
dan menekan tombol spin virtual sebagai pemenuhan unsur objektif
"mempergunakan kesempatan main judi" pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
Namun, secara normatif terdapat kelemahan penalaran hukum (legal fallacy) dalam
pembuktian unsur "yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303",
mengingat legalitas hukum dari sang bandar atau pemilik situs internet tersebut
masih berstatus buron (DPO) dan belum pernah dibuktikan sifat melawan
hukumnya di persidangan. Hakim mengandalkan fakta umum (notoire feiten)
terkait keilegalan judi slot di Indonesia untuk mengalihkan beban pembuktian
aksesor tersebut, yang pada hakikatnya mengabaikan asas Lex Specialis Derogat
Legi Generali atas eksistensi Undang-Undang ITE khusus yang jauh lebih adaptif

dan proporsional dalam mengadili delik siber.
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2. Pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam menjatuhkan sanksi pidana
penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa Didin Rudianto bin Safi'i
mencerminkan dominasi paradigma positivisme hukum yang kaku dan teori
pemidanaan retributif (mutlak). Hakim meletakkan pilar pertimbangannya pada
pemenuhan kesalahan formal-tekstual semata tanpa mengintegrasikan karakteristik
sosiologis-psikologis kejahatan siber ke dalam pilihan jenis sanksi. Ditinjau dari
teori pemidanaan integratif modern, vonis perampasan kemerdekaan fisik terhadap
pengguna akhir (end-user) yang bermotif situasional atau sekadar iseng mengisi
waktu luang telah mencederai asas proporsionalitas (proportionality of punishment)
dan melanggar prinsip ultimum remedium. Penghukuman kurungan fisik singkat ini
gagal mewujudkan kemanfaatan hukum berupa efek jera umum (general
deterrence) maupun pencegahan khusus (special deterrence), melainkan justru
mendatangkan mudarat sosial berupa stigmatisasi negatif dan risiko kontaminasi
kriminal bagi pelaku kejahatan tanpa korban (victimless crime) di dalam lembaga

pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas.

B. SARAN
Sejalan dengan simpulan di atas, maka saran dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Kepada Aparat Penegak Hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis
Hakim di tingkat peradilan akar rumput, diharapkan tidak lagi menggunakan
pendekatan pragmatis-formalistik dengan menerapkan pasal-pasal "jadul" KUHP
konvensional terhadap tindak pidana yang terjadi di ruang siber. Penegakan hukum

siber harus dilakukan secara progresif dengan konsisten mengacu pada ketentuan
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khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
sebagai lex specialis. Penggunaan instrumen hukum yang tepat akan menjamin
terciptanya kepastian hukum yang adil serta memaksa sistem peradilan untuk
menggunakan standar alat bukti dan hukum acara digital yang sah, objektif, dan
modern, sehingga perkembangan hukum pidana siber di Indonesia tidak mengalami
stagnasi teoretis.

2. Kepada Institusi Peradilan dan Pembuat Kebijakan Hukum, disarankan untuk
meredefinisi visi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan digital skala kecil yang
posisinya hanya sebagai konsumen atau pemain iseng situasional. Hakim harus
didorong untuk mengoptimalkan kebebasan hakim (judicial discretion) yang
berbasis pada keadilan restoratif dan rehabilitatif, dengan beralih dari sanksi
retributif (penjara fisik) ke sanksi alternatif non-penjara yang tersedia dalam
khazanah hukum pidana modern, seperti pidana denda yang dikombinasikan
dengan wajib bimbingan sosial atau rehabilitasi digital. Langkah ini penting guna
memastikan bahwa hukum hadir bukan untuk membalas kesalahan formal di atas
kertas, melainkan untuk memperbaiki perilaku sosial pelaku dan mengembalikan

kemanfaatan hukum yang hakiki di tengah masyarakat siber.
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